ABSTRAK

Tesis dengan judul “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di KUA Kecamatan
Gandusari Kabupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Nur Rokhim dengan
Pembimbing Dr. H. Asmawi, M.Ag., dan Dr. M. Muntahibun Nafis, M. Ag.

Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah, Figh dan Hukum
Positif.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya dualisme dasar hukum dalam
menyelesaikan persoalan pernikahan wanita hamil luar nikah di KUA Kecamatan
Gandusari Kabupaten Trenggalek. Dualisme dasar hukum ini adalah dasar hukum
Figh Islam dan Hukum Positif dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan dua dasar hukum ini disebabkan tidak
adanya aturan baku untuk menggunakan salah satu dari keduanya. Hal ini
memberikan peluang kepada masing-masing individu dari kepala KUA sebagai
pelaksana dari lembaga perkawinan pemerintah untuk berijtihad sesuai dengan
kemampuan dan pengalamannya selama menjabat sebagai kepala KUA. ljtihad
inilah yang nantinya akan menjadikan berbeda antara yang satu dengan yang
lainnya karena kebijakan masing-masing yang berbeda pula.

Fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1)
Bagaimana ketentuan dan dasar hukum wanita hamil luar nikah dalam perspektif
Figh dan KHI? (2) Bagaimana pelaksanaan perkawinan wanita hamil luar nikah di
KUA kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek? (3) Apa implikasi adanya
dualisme dasar hukum perkawinan wanita hamil luar nikah terhadap lembaga
perkawinan dan masyarakat?

Tesis ini bermanfaat untuk menambah wawasan berkaitan dengan kawin
hamil luar nikah sehingga dalam pelaksanaannya, baik masyarakat sebagai obyek
dari peraturan dan lembaga perkawinan sebagai pelaksana peraturan mengetahui
apa dan bagaimana sebenarnya dasar hukum dan implikasinya ketika diterapkan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
yaitu: (1) Observasi (Pengamatan). (2) Wawancara dan (3) Dokumentasi.
Sedangkan metode pengolahan data yang diterapkan adalah (1) Pengecekan
keabsahan data (2) Klasifikasi (3) Verifikasi (4) Analisis data (5) Pembuatan
kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) Dalam
perspektif dasar hukum Figh Islam, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’
ahli Figh tentang kebolehan kawin hamil luar nikah, ada yang membolehkan
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dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, dan ada pula
pendapat yang membolehkan menikah dengan laki-laki manapun meskipun bukan
yang menghamili calon pengantoin wanita, demikian juga ada yang tidak
membolehkan dan harus menungggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan
calon pengantin. Sedangkan dalam perspektif KHI, kawin hamil luar nikah ini
diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan 3, dimana pasal tersebut berbunyi
Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan
dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan
perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (2) Pelaksanaan kawin
hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari dalam prakteknya secara
prosedural, mulai dari pendaftaran,pemeriksaan dan pelaksanaan tidak berbeda
dengan calon pengantin yang belum hamil, akan tetapi dalam pemeriksaan bagi
calon pengantin yang sudah hamil ada beberapa perlakuan khusus yang diterapkan
yaitu pemeriksaan dilakukan diruangan tertutup dan diberikan penasehatan
berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua calon pengantin
beserta keluarganya, dan ada pula kepala KUA yang meminta surat pernyataan
tentang kebenaran janin yang ada dalam kandungan adalah benar-benar dari hasil
perbuatan mereka berdua. (3) Implikasi dari dualisme dasar hukum perkawinan
terhadap lembaga perkawinan adalah tidak adanya aturan baku yang harus
digunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan suatu persoalan akan
menimbulkan perbedaan acuan yang berakibat pada perbedaan kebijakan dan
saharusnya ini tidak terjadi. Sementara itu, bagi masyarakat adalah terjadinya
gejolak dimasyarakat terutama pada masyarakat yang pemahaman agamanya
kental dan berbasis pondok pesantren apabila Hukum Positif dalam hal ini UU
No.1 Tahun 1974 dan KHI diterapkan sebagai dasar hukum perkawinan, demikian
juga sebaliknya pada masyarakat modern akan kurang dapat menerima apabila
dasar hukum Figh Islam diterapkan.
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ABSTRACT

Thesis with Tittle, “Marriage of an Unwed pregnancy Woman in the
Perspective of Islamic Law and Positive Law (Case Study in KUA Gandusari
District, Trenggalek Regency)” Written by Nur Rokhim. Department of Islamic
Family Law Postgraduate State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor
Dr. H. Asmawi, M.Ag., dan Dr. M. Muntahibun Nafis, M. Ag.

Keywords: Marriage of a Unwed pregnancy Woman, Figh and Positive Law.

This research is motivated by the existence of a legal basis dualism in
solving the problem of marriage of unmarried pregnant women in KUA,
Gandusari District, Trenggalek Regency. This legal dualism is the legal basis of
Islamic Figh and Positive Law in this case is Law No.1 of 1974 concerning
Marriage and Presidential Decree No.1 of 1991 concerning Compilation of
Islamic Law. The use of these two legal grounds is due to the absence of standard
rules for using one of the two. This provides an opportunity for each individual
from the head of the KUA as the executor of the government marriage agency to
perform jihad according to his abilities and experience while serving as head of
the KUA. ljtihad is what will later make it different from one another because of
their different policies.

The problem focus in this thesis is: (1) How is the provisions and legal
basis of Unwed pregnancy Woman in the Perspective of Figh and KHI? (2) How
is the implementation of an Unwed pregnancy Woman in the Perspective of Figh
and Positive Law in KUA Gandusari District, Trenggalek Regency?. (3) What are
the implications of the dualism of the legal basis for the marriage of an unwed
pregnancy woman to marriage institutions and the community?

This thesis is useful to add insight related to extra-marital pregnancy
marriage so that in its implementation, both the community as the object of the
regulations and the marriage institution as implementing regulations know what
and how the legal basis and its implications when applied.

This research was conducted using qualitative methods with a descriptive
approach. The techniques regarding the data in this study are: (1) Observation
(Observation). (2) Interviews and (3) Documentation. While the data processing
method applied is (1) checking data validity (2) classification (3) verification (4)
data analysis (5) making reports.

Based on the results of this Thesis, the authors conclude that: (1) In the
basic perspective of Islamic Figh law, there is a difference of opinion among
scholars Figh experts about the ability to marry of Unwed pregnancy, there are
those who allow the marriage note to be the man who impregnated her, and there
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are also opinions that allow to marry any man even if not impregnating the bride,
likewise there are those who do not allow and must wait for the birth of a child in
the womb. Whereas in the KHI perspective, the marriage of Unwed pregnancy is
regulated in article 53 paragraphs 1 to 3, where the article reads An Unwed
pregnancy woman, can be married to the man who impregnated her. Marriage
with a pregnant woman referred to in paragraph (1) can take place without waiting
for the birth of her child. With a marriage going on when a woman is pregnant,
there is no need for remarriage after the child is born. (2) The implementation of
unmarried pregnant marriage in KUA Gandusari District in practice is
procedurally, starting from registration, examination and implementation is not
different from the bride who is not yet pregnant, but in the examination for brides
who are already pregnant there are some special treatments that are applied
namely the examination was carried out in a closed room and given advice
regarding the situation and condition experienced by the two brides and their
families, and there was also the head of the KUA who asked for a statement about
the truth of the fetus in the womb that was really the result of their actions. (3)
The implication of the basic dualism of marriage law for marriage institutions is
that the absence of standard rules that must be used as a basis in resolving a
problem will lead to differences in references resulting in differences in policies
and this should not occur. Meanwhile, for the community is the occurrence of
turmoil in the community, especially in communities whose understanding of
religion is thick and based on Islamic boarding schools if Positive Law in this case
Law No.1 Year 1974 and KHI is applied as the basis of marriage law, and vice
versa in modern society will be less able to accept if the legal basis of Islamic
Figh is applied.
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